GUBERNUR PAPUA SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA SELATAN

NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN

Menimbang :

Mengingat :

1.

DAN BELANJA DAERAH PROVINSI PAPUA SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA SELATAN,

bahwa berdasarkan Pasal 320, Pasal 321 ayat (1),
Pasal 322 ayat (1) dan Pasal 323 Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang:';>
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan
Peraturan Daerah Papua Selatan tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024. |

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang- Undaﬁg Nomor 2 Tahun
2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor
21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6697);



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 44210);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang- undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
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undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah  Daerah (Lembaran Negara Repﬁblik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6805);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan 'Kedelapabelas Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai
Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang
Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi
Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6730);

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana
Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka
Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6731);

Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang
Tunjangan Khusus Provinsi Papua;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
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2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan'Produk
Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun
2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Dana Operasi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1067);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Tekhis Pengelolaan Keuangan Daerah

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

25.

Menetapkan :

1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 799);

MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH PAPUA SELATAN TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Provinsi Papua Selatan.
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Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Kepala Daerah selanjutnya disebut Gubernur adalah
Gubernur Papua Selatan.

Anggaran Pendépatan dan Belanja Daerah,
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah
daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah
yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah
yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
Surplus APBD adalah selisih lebih antara Pendapatan
Daerah dan Belanja Daerah pada tahun anggaran
yang sama.

Defisit APBD adalah selisih kurang antara
Pendapatan Daerah'dan Belanja Daerah pada tahun
anggaran yang sama.

Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan
untuk menutup defisit anggaran atau untuk
memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan Pembiayaan Daerah adalah semua
penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada
tahun-tahun anggaran berikutnya dan dianggarkan
secara bruto dalam APBD.

Pengeluaran Pembiayaan Daerah adalah semua
pengeluaran yang perlu diterimakan kembali baik
pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun
pada tahun-tahun anggaran Dberikutnya dan
dianggarkan secara bruto dalam APBD.

Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan
pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran

pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.
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13. SiLPA adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yaitu
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran

selama satu periode anggaran.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 terdiri dari:

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah : Rp. 198.659.034.606,74
b. Pendapatan Transfer +:Rp: 1.519.254.644.370,00
c. Lain-lain Pendapatan
yang Sah : Rp. 497.814.000,00
JumlahPendapatan :Rp.1.718.411.492.976,74
2. Belanja
a. Belanja Operasi
1) Belanja Pegawai : Rp. 224.696.940.409,00
2) Belanja Barang Jasa : Rp. 823.560.780.758,50
3) Belanja Bunga s Rp: 0,00
4) Belanja Subsidi s Rp: 0,00
5) Belanja Hibah » Rp. 86.179.754.097,61
6) Belanja Bantuan Sosial : Rp. 10.966.884.900,00

Jumlah Belanja Operasi @ Rp. 1.145.404.360.165,11

b. Belanja Modal
1) Belanja Modal Tanah : Rp. 0,00
2) Belanja Modal Peralatan
dan mesin AR 0o 60.075.400.721,00

3) Belanja modal gedung

dan bangunan % R 7.908.063.606,00
4) Belanja modal jalan,

jaringan dan irigasi i Rps 402.485.243.478,00
5) Belanja modal aset

tetap lainnya :"Rp; 0,00

Jumlah belanja modal : Rp. 470.967.252.245,00

c. Belanja Tidak Terduga 2" Rp; 42.230.470.050,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga: Rp 42.230.470.050,00

d. Belanja Transfer



1) Belanja Bagi Hasil : Rp. 108.770.413.823,00

2) Belanja Bantuan Keuangan : Rp. 25.132:157:713,00
Jumlah Belanja Transfer : Rp. 133.902.571.536,00

Jumlah Belanja dan Tranfer : Rp 1.792.504.653.996,11

3. Pembiayaan
a. Penerimaan

b. Pengeluaran

: Rp. 482.618.354.638,00
. Rp. 0,00

Jumlah Pembiayaan Netto : Rp. 482.618.354.638,00

Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran Tahun Berkenaan: Rp. 408.525.193.618,63

Pasal 3

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum
dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a. Lampiran I

Lampiran .1 :

Lampiran 1.2 :

Lampiran 1.3

Lampiran [.4 :

&

Lampiran II
Lampiran III
. Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran VI

Lampiran VII :

5 Uy e e e

. Lampiran VIII :

-
.

Lampiran IX

Lampiran X

Nt o
.

k. Lampiran XI

Laporan Realisasi Anggaran,;

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran
menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan
Organisasi;

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran yang
diklasifikasikan menurut Kelompok dan Jenis
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok
dan Jenis Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja
menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub
Kegiatan,;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Ekuitas;

Neraca;

Laporan Arus Kas;

Catatan Atas Laporan Keuangan;

Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah,;

Daftar Rekapitulasi Piutang Tidak Tertagih;
Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan

Penyisihan Dana Bergulir;

Daftar Penyertaan Modal (Investasi)

Pemerintah Daerah;
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Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Penambahan dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah;

m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;

n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam
Pengerjaan;

o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;

p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;

q. Lampiran XVII: Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

s. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan Yang Belum Diselesaikan
Sampai Akhir Tahun Anggaran 2023 dan Dianggarkan
Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;

t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha
Milik Daerah/ Perusahaan Daerah, Terdiri dari:

Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan
Usaha Milik Daerah /Perusahaan Daerh;

Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan(Laporan
Laba/Rugi) Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah;

u. Lampiran : Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah Untuk
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan
Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
Tambahan 1

u. Lampiran
Tambahan 2

v. Lampiran
Tambahan 3

w. Lampiran
Tambahan 4

x. Lampiran
Tambahan 5

y. Lampiran
Tambahan 6

z. Lampiran
Tambahan 7 ab

Lampiran

Tambahan 8: Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan
dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam
Kerangka Perkelolaan Keuangan Negara;

Rekapitulasi Realisasi Belanja Mandatory Spending;
Rej@pitulasi Realisasi Belanja Untuk Pemenuhan Standar
Pelayanan Minimal (SPM);

Lampiran

Tambahan 9 ad. Lampiran

Tambahan 10
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Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Pengadaan
Barang/Jasa (PBJ) Melalui E-Purchasing;

Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Menggunakan Kartu
Kredit Pemerintah Daerah (KKPD);

Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan ( Neraca) Badan Usaha
Milik Daerah/ Perusahaan Daerah;

Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan ( Laporan Laba/Rugi)
Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah;

Pasal 4
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Pasal 5
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Provinsi Papua Selatan.

Ditetapkan di Merauke
Pada tanggal, 30 Oktober 2025
GUBERNUR PAPUA SELATAN,

CAP/TTD
APOLO SAFANPO

Diundangkan di Merauke
Pada tanggal, 30 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA SELATAN,

CAP/TTD
FERDINANDUS KAINAKAIMU.

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2025 NOMOR: 4
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA SELATAN : 5-197/2025

NIP "196607061993031016




